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Pendahuluan

Peran Badan  Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
dalam  pelaksanaaan mutasi  atau
penempatan seseorang dalam posisi

tertentu harus lebih maksimal. Sejauh ini
peran Baperjakat dinilal masih jauh dari
harapan dan terkesan kurang optimal,
sehingga hampir setiap mutasi yang

dilakukan diiringi dengan kritikan.
Secara  empiris,  kekuasaan dan
kewenangan dalam melakukan
penyeleksian ~ dan pengusulan  pard
pejabat  diemban  oleh Baperjakat.

Sehingga ada semacam pameo balm{a
siapa yang memiliki akses Yang baik
terhadap mereka yang duduk di badan
ini akan bernasib baik pula pada

jabatannya.

pcnyclcksian

Dalam dilakukan

adminstratif,

rangka
proses Yang

Baperjakat benar-benar tertutup. Tidak
ada “orang luar” yang dapat mengetahui
keputusan mereka, bahkan hingga harl
pelantikan. Dan, berbagai pertanyaan
pun bermuculan pascapenctapan pejabat
eselon. Hal ini karena, rekomendasi
Baperjakat terhadap siapa-siapa yang
pantas untuk menduduki jabatan tertentu
tersebut  tidak permah disampaikan
kepada publik. Dengan kata lain, tidak
jarang terjadi, rekomendasi Baperjakat
terhadap siapa-siapa yang pantas untuk
menduduki jabatan tertentu tersebut
tidak pernah disampaikan kepada publik.
Oleh karenanya, usaha Baperjakat
mengadakan serangkaian seleksi
psikotes ~ yang sesungguhnya tid:\_k
dikenal dalam aturan menjadi - sia-sia
karena badan ini tidak mempublikasikan

hasilnya kepada publik.

Mutasi jabatan merupakan hak
prcmgatif seorang pejabat politis/kepala
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dacrah semacam gubernur, bupati dan
walikota, Namun demikian, mercka tetap
saja - membutuhkan masukan  serta
koordinasi dengan pihak terkait scrta
melibatkan  Baperjakat  di  dalamnya,
Dengan demikian,  mutasi  atau
pencmpatan  sescorang  dalam posisi
tertentu bisa  dilakukan dengan  lebih
objektif. Selain cukup persyaratan sccara
administrasi, kemampuan dan  frack
record pejabat yang akan ditempatkan
pada posisi tertentu juga perlu menjadi
pertimbangan.  Artinya, penempatan
sescorang dalam posisi tertentu selain
memenuhi  persyaratan  administratif
juga perlu dipertimbangkan rekam jejak
record yang bersangkutan.

Pada bagian lain dari tulisan ini
akan dipaparkan sejumlah kasus dari
berbagai daerah pascapenctapan pejabat.

Manajemen Kepegawaian Negara

Seiring  perkembangan  era
globalisasi yang sarat dengan tantangan,
persaingan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, tuntutan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara efektif dan efisien
semakin menjadi sebuah keharusan. Hal
ini dipertegas dengan mengedepankan
konsep manajemen dalam
penyelenggaraan seluruh tatanan
kehidupan bernegara termasuk dalam
penyelenggaraan tata kerja kepegawaian
(baca: aparatur negara), atau yang

dikenal dengan Manajemen
Kepegawaian Negara.
Manajemen Kepegawaian

Negara adalah keseluruhan upaya-upaya
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas
dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan  tugas, fungsi, dan
kewajiban kepegawaian, yang meliputi

, pengembangan

syengadaan
promosi,

srencanaan, |
pcngga_iinn, keseja _“CVT‘ r!lcm';sjn‘ ’1
pcmhcrhcmiuu. Dalam ||31_;') c ,‘1.,,yf]
manajemen kepegawaidl I']'m‘]«!:;lfc;
mcng-nmh kepada :'t_:formﬂm (;1; 14
penciptaan suattl mslc_m.'ya'nlj_, mamlpu
mcngcmhnngkun pl’OfCSl(?r‘hl fs:pc (Zn
pola karicr yang bcrorlcntds;l pada
kinerja ~ dalam rangka  mendukung

pencapaian {ujuan organisasi.

Undang —Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
Tentang  Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian merupakan
landasan bagi  pemerintah  secara
nasional dalam hal pengaturan PNS.
Demikian juga tentang pengaturan
mutasi PNS.

Reformasi manajemen
kepegawaian disusun secara matang dan
sistematik. Hal ini dapat dilakukan,
pertama, dengan mengoptimalkan sistem
yang  berlaku  sekarang dengan
menerbitkan  peraturan  perundang-
undangan sesuai yang diatur dalam
Undang-undang Pokok Kegawaian yang
berlaku. Kedua, menyiapkan prasyarat
penerapan sistem kepegawaian dalam
rangka menerapkan sistem kepegawaian
berdasarkan merit system dengan basis
kompentensi. Dan, ketiga, mendorong
terwujudnya  sistem kepegawaian yané
unified dalam artj kebijakan norma dan
slancla'r ditetapkan secara nasional oleh
Pcmerl‘ntah, sedangkan  manajemen
opreasional didesentralisasikan k-epada
pejabat pembina kepegawaian baik di
pusat maupun di daeral.

- )Bcrkcnnnn dengan hal tersebut di
;nih : asal 3 UU 43 tahun 1999
nyatakan  bahwa  dalam rangka
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mencapal — tujuan

Nasione
nw\\fujudkzm masyarakgat 1:::::111!1 s
taat hukum, berperadaby ‘nln)lri‘“.]g
demokratis, adil, dan bermory| l(i{ &,
diperlukan  pegawai neger luj:gl,
merupakan unsur aparatur Yang

O y
bertugas sebagai abj 1111\\:1:3111‘1: 3:.111%
menyelenggarakan pcluyun:in sccm'a) ::{ﬁ
dan merata, menjagy Persatuan gy,
kesatuan bangsa dengan Penuh kesetinay
kepada Pancasila dan Undzmg-Undzmg
Dasar 1945, Pegawai Negeri Sipil
berkedudukan  sebagai unsur  aparatur

negara yang bertugas untuk memberikan

pelayanan  kepada masyarakat

ya ey ; secara
profesional, jujur adil dan meragg dalam
penyclengaraan tugas negara,

pemerintahan dan pembangunan,.

Pemberdayaan Pegawai Negeri
Sipil akan maksimal apabila dilakukan
peningkatan  kualitas  profesionalisme
agar unggul kompetitif dan memegang
teguh etika birokrasi dalam memberikan
pelayanan yang sesuai dengan tingkat
kepuasan dan keinginan masyarakat.
Untuk menciptakan sosok Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di
atas, maka dipandang perlu menetapkaq
kembali norma pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan struktural
secara sistematik dan terukur agar
mampu menampilkan sosok PCJ?b"“
struktural yang profesional sekaligus
berfungsi sebagai pemersatu Sel’fi}
perckat Negara Kesatuan Repll_blll\
Indonesia dengan tetap m(?mpcrhallkﬁn
perkembangan dan intensitas tuntutan
keterbukaan, dcll‘lOkl‘?ltlSﬂSl,
perlindungan  hak asasi manusia dan
lingkungan hidup.

v )
Menurut PP 100/2000 jo 1:)115
13/2003, untuk mencapai ObYCk:ll.::m‘ﬂ.
dan keadilan dalam P‘"“gﬂnbd'llmn
periindatizn A pembcrhcntlan H

dan dgy

Jaba
ter

:llmikimnyn

Keterbukagy d apan

S apan persyaratan
Jabatan Yang terukur  pap oo
Newors 5 agl Pegawaj

gen - Sipil, maka  Pemeri

el ak: emerintah
e Lnlluk , Badan Pertimbangan
-;r'l«( 1_1;;1 dan I\cp:mgkman. Namun dalam
ltll liknya peran [3apcrjukm dalam
pelaksanaaan mutasi atay penempatan
SLSL‘.OI'{H)g dalam posisi tertentu  dinilai
masih jauh dari harapan dan terkesan
Lumng optimal, schingga hampir setiap
Mutasi yang dilakukan diiringi dengan
kritikan. Untuk ity perlu  dilakukan
berbagai kajian  dalam upaya
memaksimalkan peran Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Ini,

an struktura] ge
nilai-nilai
an penet

ra tidak
Impersonal,

Peran Baperjakat

Baperjakat dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah RI nomor 100
tahun 2000 tentang pengangkatan
pegawai negeri sipil dalam jabatan
struktural dan PP No. 13 tahun 2002
tentang perubahan PP 100/2000. Tujuan
pembentukan Baperjakat adalah untuk
menjamin  kualitas dan obyektivitas
dalam pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai negeri sipil
dalam dan dari jabatan struktural eselon
II ke bawah. Pembentukan Baperjakat
ini ditetapkan oleh pejabat pr:‘mbina
kepegawaian pusat untuk instansi pusat
dan pejabat  pembina kepelgm\'amu
daerah Provinsi untuk instansi dac.m!}
provinsi dan seterusnya hiuggu Bupati df
Kabupaten  dan Walikota di
Pemerintahan Kota.

Tugas pokok Bapcrjukm inslaTsi
Pusat dan Baperjakat instansi Dacrah
adalah mcmhcrikzm. pcnlml.uu:gnn
kepada pejabat pembina -kcpcga\\a&an
dalam pengangkatan, pemindahan, dan
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pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural eselon 11 ke bawah.  Di
samping tugas  pokok  schagaimana
dimaksud dalam ayat (4), Baperjakat
bertugas pula memberikan pertimbangan
kepada pejabat yang berwenang dalam
pemberian kenaikan pangkat bagi yang
menduduki jabatan struktural,
menunjukkan prestasi kerja luar biasa
seperti menemukan penemuan baru yang
bermanfaat bagi negara, dan
pertimbangan perpanjangan batas usia
pensiun pegawai negeri sipil yang
menduduki jabatan struktural minimal
eselon I1.

Sesuai pasal 16 PP 13/2002,
ketentuan  keanggotaan  Baperjakat
adalah sebagai berikut:

(1) Ketua dan Sekretaris Baperjakat
Instansi Pusat adalah pejabat eselon I
dan pejabat eselon II yang secara
fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dengan anggota pejabat
eselon I lainnya.

Bagi Instansi Pusat yang hanya
E(z::dnpatél (satu) pchbat eselon I, K_etua
dan Sckretaris Baperjakat adalah pejabat
esclon II dan pejabat eselon I.II yang
sccara fungsional bertanggung jawab dj
bidang kepegawaian dengan anggota
pejabat esclon I1.

(3) Ketua Baperjakat Instapsi Daerah
Propinsi adalah  Sekretaris Da_erah
Propinsi dengan anggota para pejabat
eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh
pejabat eselon III yang membidangi
kepegawaian.

(4) Ketua Baperjakat Instansi Daerah
Kabupaten/Kota  adalah  Sekretaris
Dacrah Kabupaten/Kota dengan anggota
para pejabat eselon II, dan Sekretaris
dijabat oleh pejabat eselon III yang
membidangi kepegawaian.

(5) Masa keanggotaan Baperjakat
adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan
dapat diangkat kembali untuk masa
keanggotaan berikutnya.”
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Mckanisme kerja Baperjaka dapat dilin

J L

Diusulkan

Diolah Menjadi
Bahan Rapat
Baperjakat

Tidak

Sclain anggota tim baperjakat
apabila diperlukan kepala.....
mempersentasikan usulannya

al pada bagan berikut.

F Informasi

Baperjakat membahas masalah
kompetensi, konduite,
senioritas pangkat, usia, diklat
jabatan dan pengalaman

J L

Bahan hasil pembahasan
Baperjakat dipresentasikan
kepada sekda cq Biro
Kepegawaian

4L

Dipertimbangkan
Gubernur
>

)
@
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Beberapa Permasalahan

Peran Badan  Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
dalam  pelaksanaaan  mutasi ~ atau
penempatan  seseorang  dalam posisi
tertentu harus lebih maksimal. Sejauh ini
peran Baperjakat dinilai masih jauh dari
harapan dan terkesan kurang optimal,
sehingga hampir setiap mutasi yang
dilakukan diiringi dengan  kritikan.
Secara  empiris, kekuasaan  dan
kewenangan dalam melakukan
penyeleksian dan pengusulan para
pejabat  diemban oleh  Baperjakat.
Sehingga ada semacam pameo bahwa
siapa yang memiliki akses yang baik
terhadap mercka yang duduk di badan
ini akan bemasib baik pula pada
jabatannya.

Dalam rangka penyeleksian
adminstratif, proses yang dilakukan
Baperjakat benar-benar tertutup. Tidak
ada “orang luar” yang dapat mengetahui
keputusan mereka, bahkan hingga hari
pelantikan. Dan, berbagai pertanyaan
pun bermuculan pascapenetapan pejabat
eselon. Misalnya, seperti dilansir
www.bongkar.co.id, pada bulan Februari
2006, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara melakukan mutasi atau alih
fungsi jabatan. Mutasi dilaksanakan oleh
Pejabat Bupati Kutai Kartanegara, H
Sjachruddin. Mutasi pejabat Kabupaten
Kutai  Kartanegara  dinilai  telah
mengabaikan pertimbangan Baperjakat
yang sebelumnya melakukan psikotes.
Mutasi pejabat eselon II dan III
(termasuk 18 Camat) di Kabupaten ini
dirasakan janggal dan tidak transparan,
serta terkesan tidak ~mengindahkan
prosedur psikotes dan pertimbangan tim
Baperjakat.

Yang terjadi di Kabupaten Kutai
Kartanegara adalah terat?a1kannya
psikotes dan pcmmbangan
Baperjakat yang seolz}h hanya formalna-s,
Proses mutas itu dldgga sarat pr.ak[lk
KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,

dan bernuansa politis. Tercatat beberapa

pejabat yang dimutasi tak sesuai jenjang

kepangkatannya. Scballkpya,_ ad;?
pejabat yang punya prestast baik, tapi
tetap dimutasi. Ironisnya, ia tak diberi
jabatan atau nonjob. Contohl?ya, Camat
Tabang, Gestmani, yang dimutasi ke
Sekretariat Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Pada tahun 2008, saat menjadi
penjabat Gubernur Riau, Wan Abubakar
melakukan mutasi terhadap sejumlah
pejabat di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau. Hal ini menimbulkan
kehebohan, karena sebagai rentang
jabatan yang tidak sampai 6 bulan Wan
Abubakar membuat kebijakan yang
cukup strategis. Berbagai kalangan
menganggap apa yang dilakukan Wan
Abubakar sebagai politik balas budi dan
balas dendam. Balas budi terhadap pihak
yang mendukung dia saat menjabat
Wakil Gubernur dan balas dendam
terhadap pejabat yang dekat dengan
gubernur. Setelah diperoleh gubernur
deﬁpi.til' hasil Pemilukada, gubernur
terpilih  (Rusli ~ Zainal)  kembali
melakukan  mutasi pejabat  dengan
meminggirkan pejabat yang diangkat
Wan  Abubakar.  Artinya, sejumlah
pejabat hanya memegang Jjabatannya
kurang dari 3 bulan saja.

Mutasi Jjabatan memang
merupakan  hak  prerogatif  seorang
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pejabat politis kepala dacraly Semag;

ubernur. bupati dan walikoty. .\.'-;:1;""
demiki;m:. mereka tetap ‘q‘:]fl
;ucinl“m“‘?-‘“‘“ masukan sery knmn{,‘.{?
dengan pihak terkait serty Il‘mlih-nk‘-\‘
Bapegakat  di  dalamnvg, l)g‘:nu?:::
denmukian,  mutast  atau I‘H.‘I'lcmp;ﬁtm
escorang  dalam posisi tertenty 11i‘\‘-
dilakukan dengan lebih objektit, Sclu\i;‘:
cukup persyaratan secara administrasi
kemampuan dan track record [‘&‘iaba;
vang akan ditempatkan pada ;_';osisi
rertentu juga perlu menjadi
pertimbangan.  Artinya, pencmpﬁtan
seseorang dalam posisi tertentu selain
memenuhi  persyvaratan  administratif
juga perlu dipertimbangkan rekam jejak
record vang bersangkutan. )

fe

Berbagai permasalahan yang
tejadi pada kurang optimalnya fungsi

Bagan berikut menjelaskan hal tersebut.

Ba wrak:
aperakat dalam Promost dian mutys

Jabatan dapat dichiminir hila:

ls Baperjakat menerapkan  sistem
l'fkmlnu'n tetbuka dan akuntabel

d. }\IL‘IHIILIS;III pejabat - berwenang
udak  Keluar dari rekomendasi
Baperjakat,

. Sejatinya, yang menjadi prinsip-
prinsip - dasar dalam melakukan mutasi
scorang - PNS - adalah profesionalisme,
kompetensi, prestasio kevja,  jenjang
pangkat,  dan  tanpa  diskriminasi
sukw,agama, gender dan ras. Namun
sebuah kebijokan dalam pelaksanaannya
hampir  selalu  ada  hal-hal yang
mempengaruhi dalam implementasinya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi itu
bisa dari dalam (internal) maupun dari
luar (eksternal).

Undang —Undang Republik

. Tentang Perubahan Atas

Kej aian

Indonesia Nomor 43 Tahun 1899

Undang-Undana Nomor 8 Tahun
1974 Tentg okok-Pakok

Nomor 16 Tentang
BAPERJAKAT

e

Peraturan Bupati Luwu Utara

[ MUTASI
1. Profesionalisme

2. Kompetensi

3. PrestasiKerja

A 4

4. Jenjang Pangkal

5. Tidak ada
diskriminasi gender,

Berpengaruh

2. Faktor Internal

Faktor- Faktor Yang

1. Faktor Eksternal

i
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Ldentitikasi Masnlnh

Kurang  optimalnyn peran don
fungsi Baperjakat disebabkan oleh hal-
hal berikut:

1. Baperjakat  diposisikan— sebaga

lembaga  orpanik  yang beradn i

departemen/lembaga pemerintah/non

departemen/propinsi/kota/kabupaten

Angpot/Ketuanya Ex Officio,

3. Usulan yang masuk diproses seeara
administrasi - mencakup ¢ ijozah,
sertifikat, tanda penghargnan,
kompetensi,  pengalaman, — riwayal
karir.

4. Output dari tim baperjokat adalah
pertimbangan  atau  rekomendasi
kepada pejabat pembina
kepegawaian

5. Secara hirarki hukum rckomendasi
baperjakat tidak mengingat.

g

Akibatnya dari  hal  tersebut
banyak celah yang dapat diterobos dalam
penentuan satu jabatan/kepangkatan.

keterbntasan SDM, kriteria

ol sering dilanggar,

2 sareni nkuntabilitas ying, runflah'

© enlon-enlon yang nkan (llpmnm:u;;k;m

tidnk populer, sehingga
menimbulkan resistenst.

3, Pejubnt pembina kcpc;g:uwm:m'zul:lluh
jubatan politik, sementara Jai'mt’m?
eselon adalah jabatan karir. Dari sini
muneul conflict of interest _

4, Pejabat pembina kcpf:gaw;uan
menerapkan —aturan sendiri yang
berlaku i institusinya, — namun
menabrak aturan di atasnya.

[, Kaorenn
[nperjik

Dalam  diagram  scbab  akibat
(“dingram tulang ikan™) yang berguna
untuk  menentukan  faktor-faktor  yang
berakibat pada suatu karakteristik kualitas,
terlihat bahwa faktor manusia merupakan
salah satu faktor yang menycbabkan
adanya permasalahan dalam proses mutasi
tersebut;

CARA MEMBUAT

ORANG KEPUTUSAN
KETIDAKPUASAN
e e | APARAT YANG
> | DIMUT
LINGKUNGAN
QE%U - BAHAN UNTUK
e R PERTIMBANGAN

Masalah yang Diprioritaskan

Sudah  menjadi  rahasia  bahwa
selama ini peran Baperjakat “antara ada

dan tiada” ak '
an tiada”, Semug keputusan akhir tetap

;ll B pejabat  pembing kepegawaian.
]t.xtm}h:mgnnl Baperjakat  sulit diraba
dan diketahui, schingga tidak ada yang
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dapat mempertanyakan hagj| |
I,cnjzulljlkilliln pejabat tertenty, Dengan
kewenangannya, badan ini dapat menilaj
layak  tidaknya Sescorang mcnin;li
|1t:_i“|""" | berdasarkan pcrsyurﬁtnn
administrasi dan- kepangkatan an siel;
Meski sclanjutnya, keputusay berada (l}
tangan pejabat pembing kcpcguwai;m_

“Chutusan

Lebih Tanju, Persyaratan unyk

dapat diangkat dalam jabatay, struktural
sebagaimana diatur dalam pasal 5§ pp
100/2000, adalah:

a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;

b. serendah-rendahnya menduduki
pangkat 1 (satu) tingkat di bawah
jenjang pangkat yang ditentukan;

c. memiliki  kualifikasi dan tingkat
pendidikan yang ditentukan:

d. semua unsur penilaian prestasi kerja

sckurang-kurangnya bernilai  baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir:

memiliki kompetensi jabatan yang

diperlukan; dan

f. sehat jasmani dan rohani.

o

Di samping persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah  perlu  memperhatikan faktor
senioritas  dalam  kepangkatan, usia,
pendidikan dan pelatihan jabatan, dan
pengalaman yang dimiliki.

Dengan mekanisme yang berlaku
lersebut  kita tidak bisa memperoleh
jawaban yang jelas apakah dalam
keputusannya ~ pejabat berwenang
dipengaruhi atau mandiri  dari pihak-
Pihak tertentu (partai politik, ormas,
individu dan lain  scbagainya). Di
beberapa  daerah, kepentingan  politik
Kepala  Daerah  sangat ~ mewarnal
Penetapan pejabat struktural eselon 11 di

Jajarannya, Biasanya, hal ini  terkait

dengan ¢ Mana  posisi para (calon)

Pejabat pada saat kampanye pemilihan
kepala daerah,

| Kerawanan inilah yang
mengingatkan kita akan adanya spoils
system dan nepotism yang semuanya
b?rbasis pada  budaya masyarakat
(fcodal) yang  kemudian melahirkan
bentuk  rekrutmen tertutup  (closed
recruitment) sebagaimana yang tampak.

Selain benturan dengan
kepentingan  politik Kepala Daerah
pemenang pilkada, sesungguhnya dalam
Baperjakat tersebut ada  kesulitan
tersendiri menyangkut informasi
kepegawaian  yang akan diajukan
menjadi  calon pejabat. Hal inj
diakibatkan oleh penataan SDM aparatur
yang kompleks oleh adanya banyak
otoritas dalam pemerintahan vang
mengurusi bidang kepegawaian. Dalam
pemerintahan tingkat Pusat terdapat tiga
otoritas kepegawaian, yakni
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara, Badan Kepegwaaian Negara,
dan Lembaga Administrasi Negara, di
samping Biro Kepegawaian pada
lembaga dan komisi negara, serta
kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian.

Alternatif Solusi

1. Penegasan Rambu bagi Pejabat
Pembina Kepegawaian

Kekuasaan itu amat bcrg:mlung_
pada sumber daya. Pcndlckman_ inf
berargumen bahwa interaksi organisasi
adalah produk dart hubungan quuasaan
di mana organisasi-organisasi dapat
membuat organisasi yang lebih 1emah_
dan lebih kuat tergantung interaksi di
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Kepala Dacrah (Pemilukady),

s ] Umum A TR e .
antara  mercka,  Pada  gilirannya, Kepala daerah Plehdm l(:l“””*/"l"-')
L W o y ) ndayagunakan s 0
organisasi-organisasi  yang tergantung hampir selalu menc dy'd?: l l| 1k umbey
pada organisasi yang lebih kuat harus daya birokral ”_"[,“k menduxungny,
menjalankan  strategi  bekerja - sama kembali. ~ Saat inilah  para  pejaby
- wantenst wewe buat  unbik -bondong™ menyalurkan
dengan organisasi yang “herbondong-bot :
mengamankan kepentingan mercka dan sumber daya dan - encrai - yang
mempertahankan otonomi relatifnya atau dimilikinya untuk mendukung kampanye
mempertahankan ruang mereka untuk sang  petahana.  Gunanya,  untuk
beroperasi. Menurut Aldrich, Yud].ﬂ;.gz ;ncngamﬂnkan posisinya kclnk. Jika sang
dem Seasharei(dalam earsens; 2000 petahana kembali ke  singgasana,
% : i g belum menjabat
. : : upun, bagi yan Jabat,
Jika A tidak bisa berbuat apa-apa Hegimpan, 276 ici I vakt
- i masa-masa ini adalah waktu yang
tanpa sumber daya yang dipunyai “epat”  untuk  “pasang  badan”
B dan tidak mampu mendapatkan tepa kan bagi calon kepala dacrah nor
. . = s clic 4 [ 4
sumber daya itu di tempat lain, Sedangkan bagi e P : il
M JUNe
maka A akan tergantung kepada petahana, para peﬁ.l .ﬂ yz.mj_., e un.g
B. Sebaliknya, jika B berkuasa pebiana dign dismgarcan Sial dia
atas A... ketergantungan adalah memenangi  pemilukada.  Begitulah
sifat dari hubungan antara A dan konstelasi politik di lingkungan birokrat
B, dan bukan sifat A atau B saat menjelang peilukada.
secara  sendiri-sendiri.  Jadi,
dimungkinkan bahwa A mungkin Padahal, dalam hal mutasi
tergantung pada B tetapi pejabat  terdapat acuan bagi kepala
berkuasa atas C. daerah  selaku  pejabat pembina
kepegawaian. Rambu bagi penetapan
pejabat eselon tersebut diatur dalam PP
_ '1Ber§gam sumber ‘c_laya 10072000 jo PP 13/2002. Hal ini dapat
dimobilisasi saat menjelang Pemilihan dilihat pada tabel berikut.
No. Eselon B e
Jenjang Pangkat dan Golongan Ruange
— Terendah Tertinge]
| 1 |Ia Pembina Utama |  [vim— : =
R ?;—B_——____c__-—__l_\./_@___ Pembina Utama IV/e
mbina Utama IV/d | Pembina Utn
fadi cmbina Utama IV/e
3 |lla Pembina Ut
ama v/ G e
Meds b | Pembing Utama IV/d
4 |1Ib Pembing Tingkat __"_l"{/‘,'l‘]“"—* l\:lad ,“
I Pembina Uama IV/e
5 [1Ta W-——Wﬁ_ Muda
— . p‘—’mhilm'l‘iugkat IV/b
T,
r_() I[[ b iz Pcnﬂlﬂ I][] rk{“ I —__‘_‘_‘_""——-— I
7 11V a ],\K 11/ Pemh: [~
k] Chnata ———— | Pembing 1V/a
8 [IVDb Penata Mydy 11— /e Penata Tingkat [ lllft‘i
: T HEKE o
S | Tingkat | WA Benagy | ,
e — /e
q__“-_-_"“'_‘""""-—h-.h..
-‘-__-_'"_"‘-“-""—'—h——-___—-—-__—.-"“'—_
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Aturan normat
SANRNNEL  seting dlanppqy
pebunt Bila alasannyy [
SDM O dt mstansi tersebuy,
masth - bisac dimak lumg dengan gy
wetwrnnkan Kualitikasi Jabatan tcrtcn:::1
Tent s, alasan yang lopiy |1-“-u\:
dikadepankan, Misuln_\'u. 1t11fuk ‘%:Illll.l
rbatan eselon Wb bagj Kepala I‘)inuq
Kabupaten'Kota, bila tdak adq pcumvu‘i
vang berpangkat 1IV/b maka masih ;:nkup
logis bila para pegawai dengan Lolongan
Va o digukan ke Baperjakat  untuk
selaqutnya mengikuti - fir
[{AAYR

Ivrsulun‘

Pejabag
terbatngan
barangkali

and  proper

Hanya saja, pada tataran realitas
udak Jarang  kita menjumpai - seorang
Kepala Dinas diangkat dari pegawai
dengan  pangkat  dan golongan 1ll/c,
misalnya di salah  satu kabupaten di
Provinsi - Gorontalo.  Hal  inj sangat
berkaitan - dengan  kepentingan politik
sang pejabat pembina. Biasanya, bila
bukan karena alasan nepotisme berarti
scbuah  kebijakan  “balas  jasa”. Si
pegawai scbelumnya telah
“mengamankan™  suara  pemilih  sang
pejabat di suatu wilayah pada pilkada
lalu.

Dari ilustrasi di atas, maka solusi

vang dapat ditawarkan adalah sebuah
Peraturan Pemerintah tentang
Pengangkatan pegawal  negert sipil
dalam jabatan struktural yang memual
hal-hal sebagai berikut:
a. Dalam pelaksanaan proses pCIlgﬂJU‘ﬂ‘I}
pegawai untuk promosi dan mmltjbi
pejabat struktural, selain pcrsyflrn [‘:ll’
sebagaimana dilcmuk-un pmld]mi
sebelumnya, Bapuljulfﬂl n Dii
menggunakan mekanisme e
Kelayakan dan Kepatutan yans )

lwkcun Sima - dengan

;l\(:upcntlcn yang profesional
ekomendas; cepada e
iy i |\Lp‘d([(l pejabat
A kepegawaian sebanyak
plllmmu] 3 orang untuk satu posisi
Jabatan, Rekomendag; dilakukan
hu.ln.'u transparan demi akuntabilitas
publik,
¢ Dalam menetg

lcmhnga

. pkan pejabat di suaty
Jabatan, pejabat pembina
kepegawaian harus memilih satu dar;
eberapa usulan dari  Baperjakat,
agar  diperolch obyektivitas dalam
suatu jabatan publik,

2. Uji Kelayakan dan Kepatutan

Sebuah  terobosan dilakukan
beberapa  pemerintah  daerah dalam
proses penyaringan pejabat (eselon II).
Pada tahun 2006, di Kota Pekanbaru,
misalnya, dilakukan suatu Uji Kelayakan
dan Kepatutan (fir and proper test) bagi
scjumlah pegawai yang dinilai telah
memiliki kualifikasi administrasi dan
pendidikan  sebagaimana  layaknya.
Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah,
meniru apa yang dilakukan koleganya
Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto.

Uji kelayakan dan kepatutan ini
dilakukan  oleh  suatu  lembaga
independen  yang mcncakxm seluruh
aspek personil seseorang, ndalf hqn_va
kecerdasan  intelektual tetapi juga
kematangan  emosional (pS|kolog:§]:
Peranan Baperjakat  dalam i}:i! ini
melakukan  penyeleksian  administrasi
terhadap para calon yang n.lcmcmll[u
kualitikasi.  Selanjutnya dlscm\h:un
kepada lembaga  independen terse u;;
untuk di-fit and proper test. b;un;.m;; di
gini, mekanisme sud:!h tu‘,‘lﬁ
transparan, Keterbukaan harus 111;.}11‘|;1Uk
kata kunci untuk Kkasus i ’ 111_
mendapatkan  pejabat - yang berkualitas
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dan kompeten di bidangnya tidak hany?
menggunakan parameter scniorilzj.s ‘llill'l
sisi kepangkatannya saja, tctapl Juga
diuji penguasaannya atas bidang yang
akan disodorkan.

Pelaksanaan fit and proper !a.\'.f
saja masih menyisakan peluang bagl
pejabat pembina kepegawaian dan/atau
pejabat  politik untuk  mengabaikan
hasilnya. Sekalipun hasil fit and proper
test diketahui oleh publik, tidak ada
aturan yang menegaskan sang pejabat
pembina kepegawaian mengikuti
rekomendasi Baperjakat. Sebab, output
dari  Baperjakat hanyalah  berupa
pertimbangan bahwa si anu layak
menjadi pejabat di posisi tertentu. Yang
memutuskan tetap pejabat pembina
kepegawaian.

Meskipun demikian, melalui fif
and proper test secara terbuka akan
tampak sejauh mana keselarasan visi dan
misi si calon pejabat dengan visi dan
misi organisasi, termasuk terhadap
pejabat  pembina  pegawai.  Dari
pertanyaan demi pertanyaan tim penguji
akan digali bagaimana reaksi calon
ketika dihadapkan pada berbagai
persoalan sechingga akan terlihat kreasi
dan inovasi apa yang akan dia bawa
dalam kepemimpinannya kelak. Pada

akhimya masyarakat (lingkungan
pegawai dan publik) pun dapat
memahami mengapa akhimya
gubernur/bupati/walikota memilih

seorang calon untuk menduduki sebuah
jabatan,

Sisi positif dari  hal tersebut
adalah  bahwa merit  system  yang
mengandalkan  pada  kecakapan  dan
persyaratan  obycktif dalam pemilihan
pejabat  publik  benar-benar dapat
dicjahwantahkan, tidak pada tataran

bagaimana  yang
4ic  belaka  S€

tcorcells il

berlaku saat 1ol

. at
anajemen Korpora _
B 8 S{ldah saatnya scktor  publik

bergerak ke model mana‘jcn1'cli11[i‘<losr*p§ra;
Manajemen korporat merupagait sehua
.ne  dikembangkan dalam
kerangka yang ' diadone:
scktor bisnis swasla dan dapat diadopsi
oleh manajer sektor publlk. Seperti yang
telah kita maklumi bersama, teknik
manajemen  korporat masuk ke
pemerintahan melalui pintu yang dibuka
oleh reformasi proses penganggaran.
Karena itu model manajemen korporat
banyak kesamaannya dengan PPBS,
dengan penekanannya pada analisis
problem manajemen dalam penyusunan
strategi melalui siklus pendefinisian
tujuan, perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengontrolan.
Perencanaan (planning) adalah
proses  pendefinisian  tujuan  dan
karenanya dilanjutkan dengan
pengembangan strategi untuk mencapai
tujuan tersebut. Fase kunci dalam model
ini dinamakan analisis SWOT, yakni
mengidentifikasi kekuatan (strength) dan
kelemahan (weakness) intemal dari
organisasi, dan peluang (opportunities),
dan ancaman (threats) eksternal. Dari
ulas_an ini kemudian tujuan dilihat dari
Segl  strategi  yang  dibutuhkan
berdasarkan SWOT tersebut. Setelah
menentukan - strategi, fase berikutnya
adalah  menyusun  rencana  untuk
I?en.glmp[Cn'lentasikan tujuan.
llcmmbnngan utama disini adalah pada
implementasi (nl ‘I;Cts‘ouclnytt‘_ AR
adaptasi Sm‘lkmr :—r'mﬁll, ~ dibutuhkan
reamsasional. Strategl
membentuk struktur o S
gilirannya e U phtd
(Thompson (lul':m'u;].bcmuk staralcgl
am Parsons, 2006: 478).
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Pendekatan  korporat memberi
prioritas  tinggi  pada kepastian agar
struktur, kultur, dan gaya organisasi
dirancang  untuk  mencapai  “misi*
organisasi, dan I_ncnjc]askzm kepada
scmua orang apa itu “misi” organisasi
terscbut, dan  bagaimana  mereka
berhubungan dengannya. (Foster dalam
Parsons, 2_006: 478).  Monitoring
implementasi rencana aksi memerlukan
“umpan  balik™ kepada manajemen
tentang bagaimana tujuan terpenuhi dan
problem apa yang perlu diatasi agar
mendapatkan keberhasilan.

Oleh karena itu, pejabat pembina
kepegawaian (kepala daerah) harus
mampu tampil layaknya seorang manajer
korporat. Keterbukaan (transparansi),
prediktibilitas dan akuntabilitas harus
mewamai kebijakannya. Tidak ada
kebijakan yang tidak diketahui oleh
masyarakat alasan ia menjadi sebuah
kebijakan. Tidak ada pejabat yang tidak
diprediksi ia akan menjadi pejabat
karena semuanya predictable dan
akuntabel. Semuanya berbasis pada
tolak-ukur yang jelas. Semuanya bisa
dipertanggungjawabkan. Untuk
mewujudkan hal ini perlu dukungan
masyarakat, baik itu dari simpul ormas,
LSM, dan civil society lainnya. Tentu
saja, lembaga perwakilan sebagai
perwujudan kedaultan rakyat juga harus
dapat mendukung hal ini secara
legitimatif, misalnya berupa Peraturan
Daerah. Kalau mengandalkan aturan-
aturan normatif kepegawaian  yang
dikeluarkan pemerintah pusat,
scsungguhnya aturan-aturan FCTSCbU‘
sudah cukup jelas. Hanya saja, saal
implementasinya, sering terjadi distors!
di daerah.

Dalam menjalankan peran dan
fungsinya, Baperjakat bisa tampil
optimal  mengidentifikasi bcrbﬂ'gﬂl
sumber daya terbaik yang ada. Scorang

mAnajer korporat tidak lagi
|

m.cnlgendcmnkzm unsur pribadi, fike

dislike, balas budi dan sc'lcrus:nd
Perannya hanya mencgakkan rz.lmj;)ali
yang sudah ditetapkan berupa kriteria-

kriteria logis, lalu  mensahkan
pertimbangan Baperjakat. Begitu
seharusnya.

Penutup

Peraturan Pemerintah tentang
pengangkatan pegawai negeri sipil
dalam jabatan struktural belum optimal
untuk  mendapatkan  pejabat  yang
berkualitas dan profesional. Hal ini
disebabkan oleh salah satunya karena
belum optimalnya fungsi Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat). Padahal, = Baperjakat
dibentuk untuk mencapai obyektivitas
dan keadilan dalam pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan struktural serta tidak
terabaikannya nilai-nilai  impersonal,
keterbukaan dan penetapan persyaratan
jabatan yang terukur. Namun, karena
produk kebijakan yang dihasilkan
Baperjakat hanya berupa pertimbangan,
maka aturan normatif tersebut membuka
peluang untuk  diabaikan pejabat
pembina kepegawaian.

Pejabat  pembina kcpegav._'aian
merupakan gubernur untuk pemerintah
provinsi ~ dan bupati/walikota p:}tllk
pemerintah kabupaten/kota. Pemilihan
kepala dacrah secara .langsung_mcmbﬂut
begitu banyak energl yang dibutuhkan

calon dalam rangka memenangkan
pilkada. Berbagai bentuk penyimpangan

dapat terjadi ketika ada calon yang
menghalalkan segala cara untuk meraih
kursi nomor satu. Hal ini dapat berupa

money  politics, dan  menggunakan
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pengaruh dan sumber daya lainnya. tiduk
terkecuali terhadap birokrasi, Biasanyil
para camat dan lurah “disasar” unluk:
memobilisasi  suara  masyarakat — di
wilayah  masing-masing.  Imbasnya,
ketika sang calon menang. kursi esclon
I bagi si camat akan diperoleh dalam
tempo yang sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan hal di atas, maka
solusi yang dapat ditawarkan adalah
dibuatnya suatu Peraturan Pemerintah
tentang pengangkatan pegawai negeri
sipil dalam jabatan struktural, yang
memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan proses
pengajuan pegawai untuk promosi
dan mutasi pejabat struktural, selain
persyaratan sebagaimana ditentukan
pada PP sebelumnya, Baperjakat
mesti menggunakan mekanisme Uji
Kelayakan dan Kepatutan yang
dapat bekerja sama dengan lembaga
independen yang profesional.

2. Rekomendasi  kepada  pejabat
pembina kepegawaian sebanyak
minimal 3 orang untuk satu posisi
jabatan. Rekomendasi dilakukan
secara transparan demi akuntabilitas
publik.

3. Dalam menetapkan pejabat di suatu
Jjabatan, pejabat pembina
kepegawaian harus memilih satu
dari beberapa usulan  dari
Baperjakat, agar diperoleh
obyektivitas dalam suatu jabatan
publik.

4. Pejabat pembina kepegawaian harus
mampu tampil layaknya manajer
korporat.  Segala  keputusannya
mengikuti  rambu  yang  sudah
disepakati  dan  semuanya bisa
diprediksi.

Padn nkhirnyis kit sepibal
baliwva merit systent yang “"‘-“H””"lifl[ll';m'l
pada kecakapatt dan pc;rnyu|.1'm|n :: ;,:e }ll-
pumililllltl SCOTHIg |1(;|11|H|I “””f 1’1_,”1:
benar dapal digjuhwantahkan, 'Iit i ‘i pratclit
Lataran lcnI‘CliH IJUIIIRH s Hlif_fl fllm;:u
berlaku, Aturan=aturi g, mf;m u;.n
peluang terjadiny spolls -'v‘.l"-'fff Im It an
nepotism  yang I)crlumml padi b u’/,;
feodal  harus  dapatditutup :Itfu;{.m
mencgaskan kembali ﬁ‘mgsal HSI]JUI'_]H".HI:
Penegasan ini, mau Ldak i, 'mcnll
dapat mencerminkan - transparinsi dun
akuntabilitas publik scbagatmana yang,
telah diuraikan di atas.
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Un(lnﬂi-"l-““i””g Republik Indonesig
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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